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TANGGUNG JAWAB PERSEROAN TERBATAS
SEBELUM MEMPEROLEH PENGESAHAN

A. PENDAHULUAN

Perusanaan adalah setiap betuk usaha yang terus menearus menjalankan usaha
untuk memperoien keuniungan. Perusahaan ada yang per-badan hukum maupun non
badan hukum Salah satu bentuk usaha yang ber-bedan hukum adalah Perseroan
Terbatas (PT) Namun sebagai perusahaan badan hukum, Perseroan Terbatas harus
memenuhi pada syarat-syarat terfentu. Syarat syarat tersebut diatur oleh Undang- undang
Nomor 1 Tahun 1985 tentang Perseroan Terbatas.

Persercan Terbatés (PT) Tertutup maupun Terbuka adalah badan hukum. hai ini
dapat diketahui dalam pengertian mengenai perseroan terbatas :

Untuk PT Terbuka rujukannya adalah Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995
tentang Pasal Modal, Pasal 1 angka 20

“Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 1
angka 1 Keteniuan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan
Terbatas.™ -

Terhadag PT terbuka menurut Undang-undang Pasal Modal, pengertian PT
merujuk pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1993 tentang Perseroan Terbatas.
Adapun menurut UU 1/1995 Tentang Perseroan Terbatas Pasal 1 angka 1, pengertian
Perseroan Terbatzs adalah sebagai berikut .

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum
yang didirikan berdasarkan petjanjian. melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar -
yang seluruhnya terbagi dalam saham. dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam

Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 2

! Undang-undang Republk Indonesia Nomer § tahun 1295 tentang Pasal Maodal, Lembaran Negara Republik

~ Indonesa Tahun 1995 Nomor 64. Bab ! Ketentuan Unzum, Pasal | angka 20.

* Undang undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbates, Lembaran Negara
Repubh'k Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Bab | Ketentuan Umum. pasal | angka 1.



Jadi-berdasarkan UU 1/1995 tentang Perseroan Terbatas, 2T adalah merupakan
badan hukum, dan syarat-syarat untuk menjadi suatu badan hukum harus memenuhi
persyaratan yang ditetapkan undang-undang. '

Sebagai badan hukum PT adalah pengemban hak dan kewajitan karenaz ia
adalah subjek hukum, artinya segaia tindakan hukum PT. dapat dipertanggungjawabkan
oleh PT tersebut.

Perscalan muncul apabiia syarat-syarat PT betum terpenuhi, artinve PT belum
merupakan badan hukum, siapakah yang dapat diminta pertanggungjawabannva? Karena
dewasa ini masih banyak bentuk perusahaan yang belum memeniunhi syarat-syarat
sebagai badan hukum, sehingga konsumen ataupun pihak ketiga mengalami kebingungan
dalam mengajukan gugatan terhadap perusahaan tersebut, terhadap direksinya atau

pemegang sahamnya atau kedua duanya sekaligus?

B. TANGGUNG JAWAB PERSEROAN
Syarat-syarat Pendirian PT berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995
dapat sebagai berikut : _ '
1. Berdasarkan perjanjian {minimal 2 orang, bila 1 crang maksimum 6 bulan harus dijual
ke orang lain) |
2. akta notaris
3. pengesahan menteri kehakiman
4. pendaftaran dalam daftar perusahaan .
3. pengumuman datam TBNRI
Apabiia seluruh syarat tersebut terpenuhi maka PT dikatakan sebagai PT yang sempurna.
PT dapat menggugat dan digugat di pengadilan atau dikatakan “Persona Standi in
Judicio®.’ _ : '
Artinya PT bertanggung jawab atas berbuata‘h hukum yang dilakukannya, dengan
diwakili oleh oleh orangnya yakni direksi berdasar Pasal 1 angka 4 Undang undang Nomor

1 Tahun 1885 -

* Berdasarkan materi kulizh Hukum Perusahaan pada Program pasca Sarjana Universitas  Natolik
Parahyangan oleh Sentosa Sembinng, SH, MH
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“Direksi adalah organ persroarn yang berfanggung jawab penuh atas pengurusar
perseroan untuk Kepentingan dan tujuan persercan sefta mewakn’: persercan baik di
dalam maupun di luar pengadilan sesuai ketentuan Anggaran Dasar®

Menurut Undang-undang no.111 995 tentang Perseroan Tersebut. sebeium syaral
syarat di atas terpenuhi, maka masalah tanggung jJawab diatur sebagai berikut -

Pasal 3 ayat (1) dan ayat {2) UU no.1/198% tentang Perseroan Terbatas :

(1) Pemegang saham persercan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan
yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugiar
perseroan melebihi nilai saham yang telah diambinya.

(2) Ketentuan saham vang dimaksud daiam ayat (1) tidak berlaku apabila .
a.persyaratan perseroan sc-bagaf badan hukum, belum atau tidak terpenuhi

b.Pemegang saham ..........
Berdasarkan pejelasan, ketentuan pasal ini mempertegas ciri perseroan terbatas, bahwa
pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar‘nilai saham yang diambilnya dan
tidak meliputi harta kekayaan pribadinya, namun dalam hal-hal tertenfu tidak menutup
kemungkinan hapusnva tanggung jawab tersebut. _
Dapat disimpulkan bahwa apabiia persyaratan perseroan sebagai badan hukum
belum atau tidak terpenuhi, maka pemegang sahaim perseroan bertanggung jawah secara
pnbadf atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan beﬁanggung jawab atas

kerugian perseroan melebihi nilai sahcm yang telah diambiinya (tanggung jawab tak

terbatas)
Kaijian lebih jauh melihat UU 1/1995 tentang PT, Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2):

“(1) perbuatan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan perseroan
sebelum perseroan disahkan, mengikat perseroan setelah perseroan menjadi
badan hukum apabila .

a. perseroan secara tegas menyatakan menerima semua perjanjian yang dibuat
oleh pendiri atau crang lfain yang yang ditugaskan pendiri dengan pihak
ketiga |

b. perseroan secara terus menyatakan mengambil alih semua hak dan
kewajiban yang timbuf dari perjanjian yang dibuat pendirf atau orang lain yang

ditugaskan pendiri, walaupun pezg‘anjian tidak dilakukan atas nama perseroan .
aftau

¢. perseroan mengukuhkan secara tertulis semua perbuatan hukum yang

difakukan atas nama perseroan.

* Supranole I, pasal | angka 4
*id, pasal Favat {1 1-dan avat (2}.



/2] Dalam hal perbuatan hukum sebagaimanaz dr'méﬁ:sud dalain yat (1) tidak
diterima. tidak diambil alih. atau tidak dikukuhkan oleh perseroar. maka masing-
masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum tersebut bertandgung jawab
secara pribadi atas segala akibat yang imbul. N
Dapat disimpuikan bahwa masing-masing pendiri yang meizkukan perbuatan hukum -
bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbuil, sebelum perseroan
disabikan. Artinya perbuatan hukum yang dilakukan pendiri sebelum persercan menjadi
badan hukum. merupakan tanggung jawab pribadi pendiri.
Selanjutnya Pasal 23 UU no.1/1995 tentang PT, juga menyebiitkan :

‘Selama pendaftaran dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalaim Fasal 21

dan Pasal 22 belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng }

bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perserean v
Artinya sebelum PT menjadi PT yang sempuma maka tanggung jawab ada padz direksi
Secara tanggung renteng:

Pembahasan di atas belumiah menjalankan siapakah yang harus digugat
seandainya perbuatan PT merugikan pihak ketiga, apabila PT tersebut belum menjadi PT
yang sempurna {(belum memenuhi syarat-syarat pendiriannya secara lengkap). Pemegang

saham. pendir, direksi atau semuanya sekaligus? hal ini akan dibahas iebih lanjut pada

bab berikutnya.

C. STATUS BADAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS

Pembahasan mengenai per{anggung jawaban sebelum perseroan memperoleh
status badan hukum, tidak dapat lepas dari pernyataan kapankah PT mempsesolen status
badan hukum??

Berdasarkan UU no.1/1995 tentang PT Pasal 7 ayat (6) telah jelas dicantumkan

bahwa !

“(6) perseroan memperoleh status badan hukum setelah akta pendinan
sebagaimana dimaksud dalam ayat ( 1) disahkan oleh Menteri. *

Hal Ini berarti. Perseroan memperoleh stasus badan hukum apabila

“1d, pasal 11 avat (3} dan ayat (2)
" 1d, pasal 23.
*1d. pasal 7 avat 6.
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didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam pahasa
indonesia.

7. setelah pengesahan oleh Menteri Kehakiman.

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya bahwa apabila persyaratan
perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi, maka pemegang saham
perseroan bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang cibuat alas nama
perseroan dan bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebiin nilai saham yang
telah diambilnya. (linat Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/1985 tentang P}

Jadi dalam hal ini jelas bahwa pemegang saham adatah salah satu pihak yang

dapat digugat dalam hal terjadi kerugian akibat perbuatan perseroan terhadap pihak
ketiga, karena pemegang saham bertanggung jawab tak terbatas (sampai kekayaan
pribadinya) jika perseroan betum memperoleh status badan hukum {sebelum pengesahan
oleh menteri kehakiman).

Disamping it masing-masing pendiri yang melakukan perbuatan hukum- untuk
kepentingan perseroan sebelum perseroan disahkan, bertanggung jawab secara pribadi,
dengan beberapa pengecualian (lihat Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UL 1/1985 tentang
PT). Artinya tanpa pengecualian (butir a, b, ¢ Pasal 11 ayat (1) UU 1/1985 tentang PT)
maka masing—masing pendiri bertanggung jawab secara pribadi atas perbuatan hukum
untuk perseroan sebelum perseroan disahkan.

Atau dengan kata lain perdirian adalah pihak yang juga dapat digugat dalam hal

perbuatan perseroan merugikan pihak ketiga, kecuali perseroan mengambil alih perbuatan
pendiri setelah perseroan menajadi badan hukum. Namun yang dimasukkan bukan
terhadap seluruh pendiri, namun terhadap masing-masing pribadi yang melakukan
perbuatan hukum tersebut é

Contoh khusus :

Putusan PN Semarang

No.224/1950/PDT, 17 Maret 1951

“Karena persetujuan sero dalam perkara ini belum mendapat pengesahan dari menteri

kehakiman sebagai badan hukum, pengesahan maka adalah syarat mutlak bagi berdirinya
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Saran

Pada kenyataannya masih cukup banyak perusahaan-perusahaan yang kurang
rmemperhatikan masalah syarat-syarat pendirian, faktor yang menyebabkannya antara
Jain : karena ketidaktahuan, ketidak pedulian atau bahkan keengganan dalam
rmenghadapi birokrasi. Sehingga masih banyak perusahaan-perusahaan (terutama yang
tidak terlalu besar) varg belurn berbadan hukum. Sehingga apabila kemudian terjadi
sengketa dengan pihak ketigs maka timbui banyak kesulitan, seperti pemiiik perusahaan
yang harus bertanggunrg jawab sampai harta pribadinya (tanggung jawab tak terbaias)
atau seandainya syarat-syarat pendiran ttdak terpenuhi, maka pihak tidak jiga snggan
berhubungan, karena pihak ketiga khawatir terhadap perusahaan yang tidak jelas
tanggung jawab hukumnya, kepada pihak mana ia akan minta pertanggung jawaban
seandainya ia dirugikan? misalnya.

Untuk menghindart hal-hal tersebut, baik untuk kebaikan bagi perusahaaq maupun

kepastian bagl nihak ketiga, sevogiyanya syarat-syarat pendirian tebih diperhatikan.
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